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2.1. [bookmark: 2.1. Penelitian Sebelumnya][bookmark: 2.1. Penelitian Sebelumnya]Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dibuat dalam bentuk tabel yang terdiri dari :

	No.
	Judul
	Persamaan
	Perbedaan

	1.
	Implemetasi	KTP-el	di Kecamatan  Baros  Kabupaten
Serang. Oleh Mira Hasanawati
	1.Refrensi yang meneyerupai
	1.Perbedaan tempat penelitian

	2.
	Direkam di sekolah, Sweet Seventeen, KTP-el ku datang: Inovasi Pemerintah Kota
Surakarta. Oleh Damai Ria
	1.Pembahasan sesuai dengan program
	1.Melakukan penelitian di sekolah

	3.
	Evaluasi Pelaksanaan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon. Oleh Alfi Syahriyanti
	1.Pembahasan mengenai evaluasi 2.Mengenai pembahasan yang
sama terjadi
	1. Perbedaan tempat penelitian
2. Teori yang digunakan berbeda

	4.
	Faktor-faktor yang mempengaruhi Program Nasional KTP-el Di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.
Oleh Destiani Afriana
	1. Dasar tentang evaluasi kebijakan
2. Pembahasan sesuai Program
	1.Menelaah tentang program

	5.
	Evaluasi Kebijakan KTP-el Dalam Mewujudkan
Mutu Pelayanan Masyarakat Di Kelurahan
Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan
Kota Administrasi Jakarta Selatan. Oleh Ida Fitriani
	1.Penjelasan mengenai evaluasi kebijakan publik seluruhnya
	1.Tahun yang diterbitkan cukup lampau


Tabel 2.1 Penellitian Sebelumnya

2.2. [bookmark: 2.2. Tinjauan Pustaka][bookmark: 2.2. Tinjauan Pustaka]Tinjauan Pustaka
2.2.1. [bookmark: 2.2.1. Pengertian Kebijakan Publik][bookmark: 2.2.1. Pengertian Kebijakan Publik]Pengertian Kebijakan Publik

Kata kebijakan atau policy dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar
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dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu  pekerjaan,  kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.
Kebijakan menurut Islamy dalam Suandi (2016:12) bahwa kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan sebagai kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan- pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan- aturan yang ada didalamnya.

Kebijakan menurut Anderson dalam Islamy (2016:17) adalah :

“A purposive course of actionfollowed by an actor  or  set  of actors in dealing with a problem or matter of concern”(serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakanoleh seorang  pelaku  atau kelompok pelaku guna memecahkan masalah).

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Winarno (2018:18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan   keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan berbagai alternatif yang ada.
Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan yang
 (
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dilakukan guna memecahkan masalah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Kebijakan publik menurut Friedrick dalam Agustino (2016:7) adalah :

“Serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang , kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan	terhadap pelaksanaan usulan kebijaksaaan tersebut dalam angka mencapai tujuan tertentu”.

Kebijakan publik menurut Dye dalam Agustino (2016:7) adalah:

“Kebijakan  publik  adalah  apa  yang   dipilih   oleh pemerintah untuk dikerjakan  atau  tidak  dikerjakan”.(Public policy is whatever government choose to do or not to do).

Berdasarkan definisi di atas bahwa dapat dipahami bahwa kebijakan publik merupakan suatu pilihan atau tindakan yang menghasilkan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk kepentingan masyarakat.
Definisi   lain   kebijakan   publik   menurut   Lasweel    dan Kaplan dalam Nugroho (2016:119) adalah :
“Kebijakan  publik adalah  suatu   program   yang   diproyeksikan
dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik- praktik tertentu”. (a projected program of goals, values, and practices).

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tidakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu masalah publik. Begitupun menurut David Easton dalam Agustino (2009:19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “the autorative allocation of values for the ehole society”. Definisi ini menegaskan



bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal   ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “athorities in a political system” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan dikemudian hari.
Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa   kebijakan   publik merupakan   suatu   keputusan yang diambil oleh pemerintah dari berbagai pilihan yang ada untuk dilakukan  atau  tidak  dilakukan oleh pemerintah   yang   berorientasi pada tujuan tertentu  guna  memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Dengan melalui tiga kegiatan pokok yaitu perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan dengan tujuan menciptakan kesejahteraan bagi orang banyak.Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga bersifat mengikat dan memaksa.
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Gambar 2. 1 Proses Kebijakan, Nugroho, 2016:533

Berdasarkan gambar diatas dapat dipahami sebuah proses kebijakan berawal dari sebuah isu kebijakan yang menjadi agenda pemerintah, kemudian masuk kedalam tahap perumusan kebijakan, menurut Nugroho (2016:533) mendefinisikan perumusan kebijakan publik sebagai inti dari kebijakan publik, karena disini dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri. Proses selanjutnya yaitu pelaksanaan kebijakan atau implementasi kebijakan. Menurut Nugroho (2016:674) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih tidak kurang.
Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada   dua langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 2.2 Sekuensi Implementasi Kebijakan, Nugroho 2016:675

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui turunan dari kebijakan publik, dimulai dari program-program, kemudian diturunkan kembali menjadi proyek-proyek, dan akhirnya diwujudkan dalam bentuk kegiatan- kegiatan. Ketiganya merupakan bagian dari sebuah implementasi kebijakan.
2.2.2. [bookmark: 2.2.2. Pengertian Evaluasi][bookmark: 2.2.2. Pengertian Evaluasi]Pengertian Evaluasi

Menurut Said Zainal (2019:253) Evaluasi kebijakan merupakan langkah terakhir dalam proses suatu kebijakan. Namun, pengertian evaluasi secara lengkap mencakup tiga pengertian berikut.
1. Evaluasi awal, yaitu dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum diimplementasikan (ex-ante evaluation).
2. Evaluasi dalam proses implementasi atau monitoring.
3. Evaluasi	akhir	yang	dilakukan	setelah	selesai	proses implementasi kebijakan (ex-post evaluation).

Pentingnya evaluasi dalam proses kebijakan pada umumnya dirasakan karena setelah rumusan draf kebijakan dibuat atau dipersetujui masih dirasa perlu untuk melakukan sosialisasi guna memperoleh



tanggapan awal dari masyarakat. Contoh paling jelas dapat dilihat dalam proses pembuatan sebuah undang-undang (UU). Sekurang-kurangnya ada dua tahap evaluasi yang harus dilalui sebagai berikut.
1. Setelah keseluruhan isi dan bentuk rancangan undang-undang (RUU) disepakati dalam Pansus RUU DPR yang bersangkutan, ada sidang pleno untuk mendengarkan kata putus (stemmotivering) dari fraksi-fraksi.
2. Kemudian, setelah UU disahkan oleh DPR dan diundangkan oleh presiden, ada tenggang waktu untuk sosialisasi sampai tanggal dinyatakan berlakunya UU tersebut.
Bersamaan dengan proses implementasi, ada evaluasi  akhir. Tujuan evaluasi akhir ini adalah untuk membangun dan menyempurnakan kebijakan, sehingga fokusnya tidak hanya pada suatu tahap dalam proses kebijakan, tetapi juga pada keseluruhan proses. Informasi yang dihasilkan dari evaluasi itu merupakan nilai (values) yang antara lain berkenaan dengan:
1. Efisiensi (efficiency), yakni perbandingan antara hasil dengan biaya atau (hasil/biaya).
2. Keuntungan (profitability), yaitu selisih antara hasil dengan biaya atau (hasil-biaya).
3. Efektif (effecetiveness), yaitu penilaian pada hasil, tanpa memperhitungkan biaya.



4. Keadilan (equity), yaitu keseimbangan (proporsional) dalam pembagian hasil (manfaat) dan biaya (pengorbanan).
5. Detriments, yaitu indikator negatif dalam bidang sosial, seperti kriminalitas.
6. Manfaat tambahan (margins rate of return), yaitu tambahan hasil banding biaya atau pengorbanan (change-in benefits/change-in-cost).
Menurut Dunn dalam buku Said Zainal (2019:274) evaluasi diperlukan untuk mendapatkan informasi yang terpercaya (reliable) dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pendekatan evaluasi kebijakan.
Menurut Carol Weiss dalam buku Budi Winarno (2016: 195) mengatakan bahwa para pembuat keputusan program melakukan evaluasi untul menunda keputusan, untuk membenarkan dan mengesahkan keputusan yang sudah dibuat.
2.2.3. [bookmark: 2.2.3. Sistem Evaluasi][bookmark: 2.2.3. Sistem Evaluasi]Sistem Evaluasi

Evaluasi sebagai langkah akhir dari keseluruhan proses suatu kebijakan dilihat dari pendekatan sistem merupaka suatu subsistem atau elemen dari kebijakan. Anderson mengemukakan bahwa elemen dari evaluasi bergantung pada cara kita memandang fungsi evaluasi itu melihat elemen (Anderson:134-135). Dilihat dari fungsional (functional activity), evaluasi kebijakan memiliki tiga elemen, yaitu hasil atau dampak, program dan proyek yang dipertimbangannya tidak terlepas dari pengaruh ideologi, kepentingan pribadi, dan faktor-faktor lainnya. Dilihat dari posisinya



sebagai sebuah proses, evaluasi kebijakan memiliki unsur biaya (cost), manfaat (benefits), dan program. Dipandang dari segi sistem, evaluasi kebijakan terdiri atas dua elemen, yakni evaluasi sebagai sistem itu sendiri dan hasil (outcomes).
Sementara itu, Dror (Said Zainal 2019: 257-258), melihat evaluasi sebagai sebuah proses yang utuh, mengemukakan elemen output, input, kriteria, dan standar. Evaluasi dilakukan dengan penilaian terhadap net output, yaitu total output dikurangi input, yang dihasilkan dalam sebuah proses.
Tidak jauh berbeda dengan Dror, Hogwood juga melihat evaluasi dalam posisi sebagai proses dan mengemukakan beberapa aspek yang dapat digolongkan sebagai elemen dari kebijakan, antara lain
1. objektif atau tujuam
2. kriteria
3. dampak sampingan
4. informasi
5. outcomes
6. multiprograme targets
7. distribusi dampak (Hogwood, 2018: 222-240).

Berbeda dengan pandangan Dunn yang melihat hasil dari suatu evaluasi sebagai nilai masa lampau dan masa kini, Thomas Dye melihatnya sebagai nilai masa kini dan masa yang akan datang. Dalam hal ini, pengklasifikasian unsur evaluasi atas nilai manfaat, biaya, dalam dimensi waktu, serta antara kelompok sasaran dan nonsasaran, sedikit



banyak mencerminkan pandangan biasa digunakan dalam ekonomi politik. Dalam pendekatan ekonomi politik, isu-isu politik dianalisis dengan menggunakan logika ekonomis. Artinya, pendekatan individual dan rasionalitas dalam pengambilan keputusan berdasarkan pada kepentingan pribadi (personal) yang terdapat dalam logika ekonomi yang diaplikasikan pada isu politik. Menurut pandangan ini, dengan menerapkan pendekatan ekonomi maka lebih mudah dapat dipahami untung rugi atau manfaat dan ongkos atau pengorbanan dari suatu kegiatan pemerintah. Sekalipun dalam sistem demokrasi pejabat negara dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu) atau diangkat dengan persetujuan wakil rakyat, kebijakan yang dibuat tidak selalu memihak pada kepentingan rakyat. (Thomson dan Shafritz, vol.3).

2.2.4. [bookmark: 2.2.4. Teknik Evaluasi][bookmark: 2.2.4. Teknik Evaluasi]Teknik Evaluasi

Berbeda dengan monitoring dilakukan hanya pada pertengahan proses implementasi, evaluasi akhir dari suatu kebijakan dilakukan secara menyeluruh dengan menggunakan teknik penilaian surut.Artinya, evaluasi dimulai dari ujung, pada hasil akhir suatu kebijakan, menuju ke output, implementasi, dan proses perumusan kebijakan pada tahap awal. Dilihat dari proses penilaian surut ini, ada dua kelompok besar kegiatan dalam evaluasi. Pertama, evaluasi dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang ditetapkan. Kedua, evaluasi terhadap  berbagai kegiatan besar evaluasi itu, antara lain (1) terdapat kemungkinan penyimpangan, (2) kekurangan atau ketidakcocokan antara tujuan yang



ditetapkan dengan hasil dicapai, (3) terdapat kemungkinan keberhasilan yang lebih baik dari yang biasa, dan diharapkan dapat menjadi contoh untuk kebijakan yang serupa di masa depan.
Langkah pertama dalam evaluasi kelompok besar pertama adalah penilaian terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan untuk menilai apakah tujuan tersebut cukup baik diukur berdasarkan berbagai kriteria kelayakan. Beberapa kriteria yang dapat dipakai untuk menimbang ketepatan tujuan itu, antara lain (appropriatness), rasional, time horizon, dan penerimaan (acceptabilits). Karena evaluasi dimaksudkan untuk penyempurnaan atau pembangunan kebijakan, temuan hasi evaluasi digunakan untuk bahan analisis penyempurnaan kebijakan yang berikut, sehingga dalam proses membandingkan tujuan kebijakan dengan hasil yang dicapai, perlu juga dievaluasi dengan ketepatan masalah.
2.2.5. [bookmark: 2.2.5. Kendala Dalam Evaluasi][bookmark: 2.2.5. Kendala Dalam Evaluasi]Kendala Dalam Evaluasi

Proses kegiatan evaluasi menghadapi berbagai kendala dilapangan. Akibatnya, evaluasi tidak sepenuhnya dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kendala-kendala itu adalah sebagai berikut:
a) Keterbatasan wewenang untuk melakukan evaluasi
b) Tumpang tindih fungsi antarinstansi
c) Tumpang tindih fungsi evaluasi antar lembaga pengawasan
d) Tidak adanya proses lanjutan dari hasil evaluasi
e) Biaya



2.2.6. [bookmark: 2.2.6. Pengertian Kebijakan Publik][bookmark: 2.2.6. Pengertian Kebijakan Publik]Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Thomas Dye dalam buku Said Zainal (2019:5-6) menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.(whatever goverments choose to do or not to do).
Menurut Easton dalam buku Said Zainal (2019:6) menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai “kekuasaan pengalokasian nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruh”.
Menurut Lasswell dan Kaplan dalam buku Said Zainal (2019:6) kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, dan juga kebijakan sebagai program yang diproteksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik (a projected program of goals, values and practice).
Menurut Charles O.Jones dalam buku Budi Winarno (2016:18) istilah kebijakan (policy term) di samping digunakan dalam praktis sehari- hari, juga digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda
Menurut Robert Eyestone dalam buku Budi Winarno (2016:19) mengatahan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”.
Menurut Thomas R. Dye dalam buku Budi Winarno (2016:19) mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”.
Dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa Kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang



untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat.
2.2.7. [bookmark: 2.2.7. Dampak Kebijakan][bookmark: 2.2.7. Dampak Kebijakan]Dampak Kebijakan

Menurut Hogwood (Said Zainal 2019:256) dalam hubungan dengan perubahan masyarakat yang diharapkan terjadi sebagai dampak dari suatu kebijakan. Dampak dari kebijakan itu tidak selalu sama seperti yang direncanakan semula. Ini berhubungan dengan ketidak pastian lingkungan dan kemampuan administrasi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Dalam praktik, selalu ada keterbatasan untuk memahami suatu isu secara utuh. Sementara itu, juga perlu disadari bahwa kebijakan pemerintah bukan satu-satunya kekuatan, melainkan hanya salah satu dari sekian banyak kekuatan yang mempengaruhi perubahan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, suatu kebijakan tidak boleh merasa cukup berakhir hanya pada selesainya suatu kebijakan tidak boleh merasa cukup berakhir hanya pada selesainya implementasi saja karena sebelum ada evaluasi akhir terdapat dampak yang di hasilkan (Hogwood, 83:219).
Pertimbangan yang dikemukakan oleh Hogwood ini dapat dipahami mengingat adanya perbedaanya antara hasil langsung berupa target yang dihasilkan oleh suatu kebijakan (policy outputs) dengan dampak yang diharapkan terjadi dalam masyarakat (policy impact). Oleh karena itu, sekalipun evaluasi mencakup keseluruhan proses kebijakan, fokusnya adalah oada penilaian terhadap dampak atau kinerja dari suatu



kebijakan.	Sejalan	dengan	pendapat	Hogwood,	Thomas	Dye mengklasifikasikan dampak itu menjadi lima komponen berikut.
1. Dampak terhadap kelompok sasaran atau lingkungan.
2. Dampak terhadap kelompok lain (spillover of fact).
3. Dampak terhadap masa depan.
4. Dampak terhadap biaya langsung.
5. Dampak terhadap biaya tidak langsung (Dye, 2016:291-292).

2.2.8. [bookmark: 2.2.8. Pengertian Evaluasi Kebijakan][bookmark: 2.2.8. Pengertian Evaluasi Kebijakan]Pengertian Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah merupakan langkah terakhir dari suatu proses kebijakan. Sebagai contoh salah satu aktivitas fungsional, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan dengan mengikuti aktivitas sebelumnya, yaitu pengesahan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) kebijakan. Menurut Dr. Sahya Anggara (2016:107).
Menurut Moekijat (2016:180) evaluasi adalah usaha-usaha untuk menyelidiki apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang digunakan ataukah tidak.
Menurut Bryant & White (2018:191) evaluasi sebagai upaya untuk mendokumentasi apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi. Idealnya suatu proyek dirancang untuk menentukan hubungan sebab- akibat itu dengan demikian pemikiran ke depan mengenai evaluasi merupakan upaya mengetahui apakah kaitan itu sungguh ada.



2.2.9. [bookmark: 2.2.9. Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan][bookmark: 2.2.9. Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan]Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan

James Anderson (Winarnod 2016:194-195) membagi evaluasi kebijakkan dalam tiga tipe. Masing-masing tipe evaluasi diperkenalkan didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi.
Tipe Pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, maka evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.
Tipe Kedua, merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program tertentu. Tipe evaluasi seperti ini berangkat dari pertanyaan dasar yang menyangkut : “Apakah program dilaksanakan dengan semestinya?”. Dengan menggunakan pertanyaan seperti ini dalam melakukan evaluasi dan memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program, maka evaluasi dengan tipe seperti ini akan lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.
Tipe Ketiga, adalah tipe evaluasi kebijakan sistematis. Tipe ini secara komparatif masih dianggap baru, tetapi akhir ini telah mendapat perhatian yang meningkat dari para peminat kebijakan publik.
2.2.10. [bookmark: 2.2.10. Langkah Dalam Evaluasi Kebijakan][bookmark: 2.2.10. Langkah Dalam Evaluasi Kebijakan]Langkah Dalam Evaluasi Kebijakan

Evaluasi dengan menggunakan tipe sistematis juga sering disebut sebagai evaluasi ilmiah merupakan evaluasi yang mempunyai kemampuan



lebih baik untuk menjalankan evaluasi kebijakan dibandingkan dengan tipe evaluasi lain.
Untuk melakukan evaluasi yang baik dengan margins kesalahan yang minimal beberapa ahli mengembangkan langkah-langkah dalam evaluasi kebijakan. Salah satu ahli tersebut adalah Edward A. Suchman (Winarno 2016:196). Suchman mengemukakan enam langkan dalam evaluasi kebijakan, yakni:
1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.
2. Analisis terhadap masalah.
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan.
4. Pengukuran terhadap tingkatan perbuatan yang terjadi.
5. Menentukan perubahan yang diamati merupakan akibat akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain.

2.2.11. [bookmark: 2.2.11. Pengertian Program Kelakon Diton][bookmark: 2.2.11. Pengertian Program Kelakon Diton]Pengertian Program Kelakon Ditonggoni

Program “Kelakon Ditonggoni” adalah program yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pecatatan Sipil Kota Cirebon. “Kelakon Ditonggoni” berasal dari bahasa Cirebon yang artinya (Ditunggu) Melalui program ini pencetakan KTP Elektronik di Kota Cirebon hanya memakan waktu 3-5 menit yang bisa diambil langsung oleh Yang Bersangkutan/YBS.
Program ini di dasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor

19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 471/1768/SJ perihal percepatan penerbitan KTP-el dan akta kelahiran yang di keluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.



2.3. [bookmark: 2.3. Kerangka Pemikiran][bookmark: 2.3. Kerangka Pemikiran]Kerangka Pemikiran
2.3.1. [bookmark: 2.3.1. Definisi Evaluasi][bookmark: 2.3.1. Definisi Evaluasi]Definisi Evaluasi

Menurut Said Zainal (2019:253) Evaluasi kebijakan merupakan langkah terakhir dalam proses suatu kebijakan.
Menurut Dunn dalam buku Said Zainal (2019:274) evaluasi diperlukan untuk mendapatkan informasi yang terpercaya (reliable) dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pendekatan evaluasi kebijakan.
Menurut Carol Weiss dalam buku Budi Winarno (2016: 195) mengatakan bahwa para pembuat keputusan program melakukan evaluasi untul menunda keputusan, untuk membenarkan dan mengesahkan keputusan yang sudah dibuat.
2.3.2. [bookmark: 2.3.2. Definisi Kebijakan Publik][bookmark: 2.3.2. Definisi Kebijakan Publik]Definisi Kebijakan Publik

Dalam Budi Winarno (2019:30-31) kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Sementara itu, analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikkan dan deskripsi sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik. Menurut AG. Subarsono (2020:18-19), analis kebijakan merupakan proses kajian yang mencakup lima komponen, dan setiap komponen dapat berubah menjadi komponen lain melalui prosedur metodologi tertentu, seperti perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi. James Anderson



(2018:23-24) sebagai pakar kebijakan publik menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:
1. Formulasi masalah (problem formulation): Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?
2. Formulasi kebijakan (formulation): Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
3. Penetuan kebijakan  (adoption):  Bagaimana  alternatif  ditetapkan?

Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?
4. Implementasi (implementation): Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
5. Evaluasi (Evaluation): Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan?
Sedangkan menurut AG. Subarsono (2019:8) bahwa proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam prose kegiatan yang   bersifat   politis.   Aktivitas politis tersebut  Nampak  dalam  serangkaian   kegiatan   yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan,



implementasi kebijakan, dan penilaian kebijkan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting,  rekomendasi  kebijakan,  monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual Hal ini sesuai dengan proses kebijakan publik  Wiliam N. Dunn (1994:17) yang dapat kita lihat pada gambar berikut ini:
Gambar 2.3 Proses Kebijakan Publik
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	Tahap
	Karakteristik

	Penyusunan Agenda
(Perumusan Masalah)
	Memberikan informasi  mengenai  kondisi-kondisi yang
menimbulkan masalah

	Formulasi Kebijakan/Forecasting
(Peramalan)
	Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan,
termasuk apabila tidak membuat kebijakan

	Adopsi Kebijakan (Rekomendasi)
	Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif dan merekomendasikan alternatif
kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi

	Implementasi Kebijakan
(Monitoring)
	Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan
termasuk kendala-kendalanya.

	Penilaian Kebijakan
(Ealuasi)
	Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari
suatu kebijakan


Tabel 2.2 Tahap Analisis Kebijakan


Sedangkan Michael Howlet dan M. Ramesh (2019:11) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:
1. Penyusunan agenda (agenda setting), yakni proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi kebijakan (policy formulation), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3. Pembuatan kebijakan (decision making), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu  tindakan.
4. Implementasi kebijakan (policy implementation), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.



5. Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.
Namun demikian, ada satu pola yang sama, yang dikembangkan dari pendekatan dalam teori sistem oleh Riant Nugroho (2019:352-354) bahwa model formal proses kebijakan adalah dari “gagasan kebijakan”, formalisasi dan legalisasi kebijakan”, “implementasi”, baru kemudian menuju pada kinerja atau mencapai prestasi yang diharapkan yang didapatkan setelah dilakukan evaluasi kinerja kebijakan-seperti yang disampaikan pada gambar berikut ini:
Gambar 2.4 Proses Kebijakan yang Ideal
[image: ]

Teori sistem mengatakan bahwa pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sekitarnya. Tuntutan terhadap kebijakan dapat dilahirkan karena pengaruh lingkungan, dan kemudian ditransformasikan ke dalam suatu sistem politik. Dalam waktu yang bersamaan ada keterbatasan dan konstrain dari lingkungan yang akan mempengaruhi



policy makers. Faktor lingkungan tersebut antara lain: karakteristik geografi, seperti sumberdaya alam, iklim, dan topografi; variable demografi, seperti: banyaknya penduduk, distribusi umur  penduduk, lokasi spasial; kebudayaan politik; struktur sosial; dan sistem ekonomi. Dalam kasus tertentu, lingkungan internasional dan kebijakan internasional menjadi penting untuk dipertimbangkan.
Gambar 2.5
Hubungan Tiga Elemen Sistem Kebijakan


[image: ]

Sumber:Dunn 2019:71

Pada gambar diatas dapat dijelaskan hubungan tiga elemen sistem kebijakan yang merupakan model dasar proses kebijakan sebagai analisis kebijakan diletakkan pada konteks sistem kebijakan, yang menurut Dunn, dengan mengutip Thomas R. Dye tersebut. Pada variabel kebudayaan politik (political culture variable) dan variabel sosial ekonomi (socio economic variable) dapat dijelaskan: Kebudayaan politik. Setiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda, dan ini berarti nilai dan kebiasaan hidup berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Sebagian besar ilmuwan berpendapat bahwa kebudayaan  masyarakat dapat membentuk atau mempengaruhi tindakan sosial, tetapi bukan



satu-satunya penentu. Kebudayaan hanya salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Kebudayaan politik adalah bagian dari kebudayaan masyarakat, yang mencakup nilai, kepercayaan, dan sikap tentang apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana melakukannya, serta bagaimana menjalin hubungan dengan warganegaranya. Kondisi sosial ekonomi. Kebijakan publik sering dipandang sebagai instrument untuk menyelesaikan konflik antara berbagai kelompok dalam masyarakat, dan antara pemerintah dengan privat. Salah satu sumber konflik,  khususnya dalam masyarakat yang maju adalah aktivitas ekonomi. Konflik dapat berkembang dari kepentingan yang berbeda antara perusahaan besar dan kecil, pemilik perusahaan dan buruh, debitor dan kriditor, customer dan penjual, petani dengan pembeli hasil-hasil pertanian, dan sebagainya. Hubungan antara kelompok-kelompok yang berbeda diatas dapat dikurangi atau diselesaikan dengan kebijakan pemerintah dalam wujud perubahan ekonomi atau pembangunan. Kebijakan pemerintah dapat melindungi kelompok yang lemah, dan menciptakan keseimbangan hubungan antara kelompok yang berbeda.
2.3.3. [bookmark: 2.3.3. Model Evaluasi Kebijakan][bookmark: 2.3.3. Model Evaluasi Kebijakan]Model Evaluasi Kebijakan

Menurut Dunn dalam Nugroho (2019:73) istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assesment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi



yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut:
1. Efektifitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis selalu diukur dari unit produk atau layanan.
2. Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
3. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.



4. Kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok- kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistibusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan.
5. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakn dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok- kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya apabila kriteria efektifitas, efisensi,  kecukupan, dan kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.
6. Ketepatan (appropriateness) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih criteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.



Jadi, meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan khususnya pada implementasi kebijakan publik evaluasi pada perumusan dilakukan pada sisi post-tindakan yaitu lebih pada proses perumusan  daripada muatan kebijakan yang biasanya hanya menilai apakah prosesnya sudah sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati. Secara singkat, Dunn menggambarkan kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut:

	Tipe Kriteria
	Pertanyaan

	Efektifitas
	Apakah hasil yang diinginkan telah
dicapai?

	
Efisiensi
	Seberapa banyak usaha diperlukan
untuk mencapai hasil yang diinginkan?

	Kecukupan
	Seberapa jauh pancapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?

	
Kesamaan
	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompokkelompok yang
berbeda?

	
Responsivitas
	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?

	
Ketepatan
	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau
bernilai?


Tabel 2.3 Kriteria Evaluasi Kebijakan Menurut Dunn, Sumber Riant Nugroho (2019:74)
Berdasarkan model evaluasi kebijakan menurut Dunn, dapat disimpulkan bahwa evaluasi berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan. Dan evaluasi kebijakan berkenaan dengan pelaksanaan dari sebuah kebijakan. Khususnya pada implementasi kebijakan publik, serta evaluasi kebijakan publik dilakukan untuk menilai pencapaian dari sebuah kebijakan yang telah diimplementasikan.
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Gambar 2.6. Kerangka Pemikiran
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